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This research was aimed to examine empirically: (1) The influence of  
earnings management  to CSR disclosure (2) The role of  corporate governance 
mechanism  as moderating variable in the relationship between earnings 
management  and CSR disclosure. Corporate governance mechanism was analyzed 
by proportion of independent commissioner, the number of  audit committee meetings 
and institusional ownership. Earnings management was measured by discretionary 
accruals use Modified Jones Model and the extent of CSR was measured used 
corporate social disclosure index (CSDI) based on Global Reporting Initiative (GRI) 
reporting standard items which were disclosed in companies annual report. 
 
This research used samples on manufacturing companies among 2008-2010 
by using purposive sampling method. Data used in this study was taken from annual 
reports and sustainable reports of manufacturing companies  listed on the IDX. There 
are 75 companies among 2008-2010  which fulfilling. The method of analysis of this 
research was multiple regression. This method was chosen because the independent 
variables are more than one and all the data of the variables are metric. 
 
The reseach found no significant statistical effect from various measurement 
of earnings management to CSR disclosure. The research also found there is no 
significant effect on proportion of independent commissioner and institusional 
ownership in relationship between EM and CSR Disclosure. Meanwhile, the number 
of audit committe meetings  has significant effect the relationship between EM and 
CSR disclosure. The founds used by investors and creditors to make investment and 
credit decision. The research contributed to the literature in that has shown that CSR 
disclosure is driven by the desire to fulfill stakeholders expectation and not caused 
earnings management. However, this research found that the corporate governance 
mechanism didn’t work effectively, so it’s suggested that creditors and investors to be 
more careful in analyzing a financial reporting. 
 
Key words:. Earnings Management, Corporate Social Responsibility Disclosure, 


















Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris: (1) pengaruh earnings 
management terhadap pengungkapan CSR (2) peran corporate governance sebagai 
variabel moderasi dalam hubungan antara earnings management dan pengungkapan 
CSR. Mekanisme corporate governance dianalisis dengan proporsi komisaris 
independen, jumlah rapat komite audit dan kepemilikan institusional. Earnings 
management diukur dengan menggunakan discretionary accrual dengan 
menggunakan model Modified Jones.dan luas pengungkapan CSR diukur dengan 
menggunakan Corporate Social Disclosure Index (CSDI) berdasarkan item standar 
pelaporan Global Reporting Initiative (GRI) yang diungkapkan di dalam laporan 
tahunan perusahaan. 
 
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur selama tahun 
2008-2010 dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan 
diperoleh dari laporan tahunan dan laporan berkelanjutan perusahaan manufaktur 
yang terdaftar BEI . Terdapat 75 perusahaan selama tahun 2008-2010 yang 
memenuhi kriteria. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi berganda. Metode ini dipilih karena vaiabel independen lebih dari satu 
dan semua data dari variabel adalah metrik. 
 
Penelitian ini menemukan hasil statistik yang tidak signifikan  dari pengaruh 
pengukuran earnings management terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini juga 
menemukan pengaruh yang tidak signifikan dari proporsi komisaris independen dan 
kepemilikan institusional dalam hubungan antara earnings management dan 
pengungkapan CSR. Sementara jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh yang 
signifikan dalam hubungan antara earnings management dan pengungkapan CSR. 
Penemuan ini digunakan oleh investor dan kreditor untuk membuat keputusan 
investasi dan kredit. Penelitian ini memberikan kontribusi literatur yang menunjukkan 
bahwa pengungkapan CSR didorong oleh adanya keinginan untuk memenuhi harapan 
stakeholder dan tidak dikarenakan manajemen laba. Namun demikian, penelitian ini 
menemukan bahwa mekanisme corporate governance  tidak efektif, sehingga 
disarankan bahwa kreditor dan investor harus lebih hati-hati dalam menganalisis 
laporan keuangan. 
 
Kata kunci :Earnings Management, Pengungkapan CSR, Mekanisme Corporate 
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1.1  Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini isu mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan 
perusahaan telah mengemuka dan mendapatkan perhatian tersendiri dari 
masyarakat.  Tuntutan  masyarakat serta perkembangan arus globalisasi, dan pasar 
bebas telah mendorong kesadaran perusahaan dalam melaksanakan kegiatan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Masyarakat sebagai salah satu bagian dari 
stakeholder berhak mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan berupa upaya 
perbaikan atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas 
perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk melakukan kegiatan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility) untuk 
mewujudkan tuntutan masyarakat tersebut. 
Perusahaan semakin menyadari pentingya penerapan program Corporate 
Social and Responsibility (CSR) sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Survey 
global yang dilakukan oleh The Economis Intelligence Unit menunjukkan bahwa 
85 persen eksekutif senior dan investor dari berbagai organisasi menjadikan CSR 
sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan  (Warta Ekonomi, 
2006). Sejalan dengan hal tersebut, Nurdin dan Cahyandito (2007) menyatakan 
agar perusahan dapat lebih bersaing, maka harus lebih transparan dalam 
mengungkapan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, 





kondisi yang semakin berubah. Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan mulai 
menerapkan program dan mengungkapkan aktivitas CSR.  
Pentingnya aktivitas dan pengungkapan CSR  juga mendapatkan perhatian 
dari pemerintah, hal tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang yang mengatur 
ketentuan tentang pengungkapan CSR bagi perusahaan. UU No. 40 tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan 74, menyatakan bahwa pelaksanaan dan 
pengungkapan CSR bersifat wajib. Hal tersebut berarti bahwa setiap perusahaan, 
terutama yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib 
melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta mengungkapkannya 
dalam laporan tahunan. Namun demikian, Cheng dan Cristiawan (2011) 
memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa meskipun pelaksanaan dan 
pengungkapan CSR diwajibkan oleh UU No. 40 tahun 2007 namun item-item 
yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang masih bersifat 
sukarela/voluntary.  
Pengungkapan CSR merupakan mekanisme yang penting dalam suatu 
perusahaan untuk menunjukkan transparansi bahwa perusahaan tidak hanya 
berfokus pada kepentingannya sendiri melainkan berkontribusi dan menjaga 
kepentingan stakeholder maupun lingkungan. Gray et al., (1995) dalam Salama et 
al., (2010) menyatakan bahwa pengungkapan CSR adalah mekanisme yang dapat 
digunakan sebagai komunikasi antara perusahaan dengan stakeholders serta 
memperbaiki legitimasi kegiatan perusahaan di mata masyarakat. 
Pengungkapan CSR merupakan salah satu keunggulan kompetitif bagi 





melakukan pengungkapan CSR  adalah untuk memberikan image yang baik 
terkait dengan upaya perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosialnya baik 
bagi stakeholder maupun lingkungan. Hal tersebut berarti bahwa secara tidak 
langsung  pengungkapan CSR dilakukan sebagai upaya untuk menarik perhatian 
investor dan stakeholder. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Eipstein dan 
Freedman (1994) yang menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap 
pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Hal ini 
berarti bahwa pengungkapan CSR akan memberikan keuntungan tersendiri bagi 
perusahaan berupa penilaian positif dari investor maupun stakeholder karena 
kepedulian perusahaan terhadap kepentingan stakeholder dan lingkungan. Namun 
demikian, menurut penelitian yang dilakukan Prior et al., (2008) image positif 
dari masyarakat maupun stakeholder lainnya yang timbul akibat adanya aktivitas 
CSR, justru digunakan sebagian manajer  untuk mengalihkan isu dari para 
stakeholder, terutama ketika mereka mencoba terlibat dalam praktek earnings 
management (EM). Lebih lanjut Prior et al., (2008)  menyatakan bahwa manajer 
memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan yang 
lebih luas dalam rangka menarik investor dan mengalihkan pengawasan dari 
beragam kelompok stakeholder atas tindakan EM. 
Earnings management (manajemen laba) merupakan tindakan manajer 
dalam  melakukan diskresioner atas laba perusahaan. Healy dan Wahlen (1999 hal 
366) menyatakan bahwa situasi EM terjadi ketika para manajer menyesatkan 
beberapa stakeholder mengenai kinerja ekonomi atau untuk mempengaruhi hasil 





pengendali  perusahaan  memiliki informasi yang lebih detail mengenai kondisi 
perusahaan. Hal tersebut menimbulkan adanya asimetri informasi antara manajer 
dengan stakeholder. Situasi demikian mendorong manajer untuk memaksimalkan 
kepentingannya sendiri dengan melakukan tindakan yang bersifat oportunitis yang 
merugikan stakeholder, baik dalam memanfaatkan aset perusahaan untuk 
kepentingan pribadi maupun perekayasaan kinerja perusahaan.  
Tindakan EM yang dilakukan oleh manajer dapat diminimalisir oleh 
adanya suatu mekanisme corporate governance (CG). Beberapa penelitian 
terdahulu telah mendokumentasikan bahwa mekanisme corporate governance 
berpengaruh terhadap manajemen laba (Wild, 1996; Dechow et al., 1996; Klein, 
2002). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keandalan dan kualitas laba 
akuntansi akan meningkat ketika perilaku oportunistik manajer dalam melakukan 
EM dipantau oleh mekanisme corporate governance. Selain itu, corporate 
governance juga memberikan suatu mekanisme yang memfasilitasi penentuan 
sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan 
teknik monitoring kinerja (Deni et al., 2004). 
 Terdapat beberapa mekanisme corporate governance yang mampu 
mengontrol perilaku EM oleh manajer yang berawal dari adanya asimetri 
informasi dan perbedaan kepentingan. Pertama, dengan meningkatkan proporsi 
komisaris independen. Hal tersebut berdasarkan penelitian Klein (2002) yang 
menemukan bahwa dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau 
outside director dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba.  Semakin banyak 





sehingga dapat mengurangi tindakan EM. Kedua, meningkatkan jumlah rapat 
yang dilakukan komite audit. Komite audit yang semakin aktif memiliki 
kesempatan yang lebih besar dalam memantau tindakan manajemen. Penyataan 
ini didukung oleh Xie et al., (2003) yang menyatakan bahwa komite audit yang 
lebih aktif memiliki komposisi yang lebih besar untuk secara efektif memantau 
akrual diskrisioner jangka pendek. Ketiga, kepemilikan saham oleh institusional, 
Midiastuty dan Mahfoedz (2003) menyatakan bahwa investor institusional 
dianggap sebagai sophisticated investor dengan jumlah kepemilikan yang cukup 
signifikan sehingga dapat memonitor manajemen yang pada akhirnya akan 
mengurangi motivasi manajer untuk melakukan EM.  
 Beberapa penelitian empiris sebelumnya banyak berfokus pada pengaruh 
tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) 
terhadap kinerja keuangan perusahaan atau corporate financial performance 
(CFP). Namun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada pengkajian pengaruh 
EM terhadap pengungkapan CSR serta peran corporate governance dalam 
memoderasi kedua variabel tersebut.  
 Penelitian mengenai pengaruh EM terhadap CSR telah dilakukan 
sebelumnya oleh Prior et al., (2008) dan Chih et al., (2008). Prior et al., (2008) 
meneliti hubungan CSR dan EM dengan dasar asumsi, praktek EM akan memiliki 
dampak negatif terhadap hubungan perusahaan dengan stakeholder serta reputasi 
perusahaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan 
meningkatkan kepuasan stakeholder, perusahaan berusaha melakukan praktek 





EM. Dari penemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang 
terindikasi melakukan EM berusaha untuk  mengelabuhi stakeholder dengan 
melibatkan diri secara proaktif dalam kegiatan CSR.  
 Chih et al., (2008) menguji empat hipotesis yang menghubungkan EM 
dengan CSR.  Myopia avoidance hypothesis, berdasarkan  hubungan negatif yang 
terjadi antara EM dan CSR, predictable earnings hypotesis,multiple earnings 
hypotesis yang menunjukkan hubungan positif antara EM dan CSR, dan yang 
terakhir adalah institusional hypotesis yang menunjukkan hubungan netral antara 
CSR dan EM. Dalam menguji hubungan EM dan CSR, Chih et al., (2008) 
menggunakan tiga proksi untuk mengukur EM, antara lain earnings smoothing, 
earnings aggressivess, dan earnings looses avoidance. Penelitian tersebut 
menemukan adanya perbedaan pengaruh EM terhadap CSR untuk ketiga proksi 
tersebut. EM yang diproksikan dengan earnings smoothing dan earnings losses 
avoidance menunjukkan pengaruh negatif terhadap CSR sehingga hal tersebut 
mendukung myopia avoidance hypothesis. EM yang diproksikan dengan earnings 
aggressiveness menunjukkan pengaruh positif terhadap CSR sehingga hal tersebut 
mendukung multiple objective hypothesis. 
 Penelitian penting lainnya dipublikasikan oleh Salama et al.,(2010) yang 
menguji pengaruh EM terhadap CSR yang diproksikan dengan CED, serta peran 
CG dalam memoderasi pengaruh EM terhadap CED. Salama et al., (2010) 
mengasumsikan bahwa manajer memiliki insentif yang lebih luas untuk 
melakukan CED dalam rangka mengamankan kinerja mereka, terutama ketika 





dilakukan oleh manajer, Salama et al.,  (2010) menggunakan mekanisme 
corporate governance antara lain ukuran dewan direksi (board size) dan jumlah 
rapat komite audit. Dalam penelitian ini Salama et al., (2010) juga menggunakan 
varibel kontrol yaitu ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Dari 
penelitian yang dilakukan, Salama et al., (2010) menemukan bahwa mekanisme 
corporate governance yang diproksikan oleh jumlah rapat komite audit mampu 
memperlemah pengaruh EM terhadap CED. Namun demikian, mereka tidak 
menemukan pengaruh yang signifikan antara EM terhadap CED serta ukuran 
dewan direksi dalam memoderasi pengaruh kedua variabel tersebut.  
 Penelitian lainnya dilakukan di Indonesia oleh Handajani et al., (2008) 
yang menguji pengaruh earnings management dan corporate governance terhadap 
pengungkapan CSR. Penelitian tersebut membuktikan bahwa earnings 
management dan corporate governance yang diproksikan oleh komite audit 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prior et al., (2008), Chih et 
al., (2009), Salama et al., (2010) dan Handajani et al., (2008) dapat disimpulkan 
bahwa terdapat kontradiktif dari hasil penelitian mereka. Oleh karena itu, 
penelitian ini dilakukan untuk menguji  kembali  pengaruh EM terhadap 
pengungkapan CSR serta peran CG dalam memoderasi kedua variabel tersebut 
guna menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian 
Salama et al., (2010) dengan setting penelitian di Inggris. Berbeda dengan 
penelitian Salama et al., (2009) yang menggunakan variabel CED sebagai proksi 





pengungkapan CSR. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 
tahun 2007 yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan dan mengungkapan 
kegiatan CSR. Ini berarti bahwa perusahaan dalam mengungkapkan aktivitasnya 
tidak hanya terfokus pada lingkungan melainkan pada aktivitasnya yang berkaitan 
dengan karyawan, masyarakat, keamanan produk dan juga para pemegang saham. 
Variabel pengungkapan CSR ini juga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
Handajani et al., (2008). Berbeda dengan penelitian Salama et al., (2010) yang 
menggunakan variabel ukuran dewan komisaris sebagai salah satu proksi 
corporate governance. Penelitian ini menggunakan variabel proporsi komisaris 
independen, hal tersebut dikarenakan keberadaan komisaris independen mampu 
memberikan pengawasan yang lebih terhadap perilaku manajer. Hal ini didukung 
oleh penelitian Klein (2002) yang menemukan bahwa keberadaan komisaris 
independen mampu mengurangi tindakan oportunistik manajer seperti EM. Hal 
lain yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Salama et al., (2010) 
adalah penambahan variabel kepemilikan institusional sebagai proksi corporate 
governance. Tambahan proksi kepemilikan institusional ini berdasarkan penelitian 
Midiastuty dan Mahfoedz (2003). Penelitian tersebut menemukan bahwa investor 
institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan 
kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk memanipulasi laba 
menjadi berkurang.  
  Selain adanya ketidakkonsistenan dari hasil penemuan sebelumnya, 
penelitian ini dilakukan karena masih sedikit penelitian di Indonesia yang 





memoderasi kedua variabel tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam 
periode 2008-2010. Penggunaan perusahaan manufaktur sebagai sampel dalam 
penelitian ini karena perusahaan manufaktur merupakan salah satu perusahaan 
yang memberikan dampak yang besar bagi lingkungan. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Earnings management (EM) merupakan tindakan oportunistik  yang 
mendapat perhatian dari elemen stakeholder. Manajer mengambil keuntungan dari 
fleksibilitas metode akuntansi untuk mengelola laba yang dilaporkan dalam  
laporan keuangan (Gargouri et al., 2010 dalam Maharani 2011). Manajer dapat 
membuat laba yang disajikan menjadi lebih besar atau lebih kecil dari 
realisasinya. Hal tersebut tergantung dari kepentingan yang sedang dihadapi oleh 
manajer. Namun demikian perusahaan yang melakukan tindakan EM berupaya 
untuk tetap menjaga reputasi, salah satunya dengan melibatkan perusahaan dalam 
kegiatan CSR.  
Beberapa penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan hubungan EM 
dengan CSR, antara lain penelitian yang dilakukan Chih et al., (2008), Prior et al., 
(2008), Salama et al., (2010) dan Handajani et al., (2008). Chih et al., (2008) 
menguji pengaruh EM terhadap CSR dan menemukan hasil yang berbeda ketika 
EM diukur dengan menggunakan tiga proksi yaitu earnings smoothing, earnings 
aggressiveness dan earnings losses avoidance. EM yang diproksikan dengan 
earnings smoothing dan earnings losses avoidance menunjukkan pengaruh negatif 





menunjukkan pengaruh yang positif terhadap CSR. Penelitian yang dilakukan 
Prior et al., (2008) membuktikan adanya pengaruh positif antara CSR dengan EM. 
Prior et al., (2008) menyatakan bahwa manajer yang terlibat dalam manajemen 
laba, dapat mengkompensasikan tindakannya dengan melibatkan perusahaan 
dalam kegiatan CSR. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengalihkan perhatian 
para stakeholder dari pengawasan manipusi laba. 
Penelitian penting lainnya dipublikasikan oleh Salama et al., (2010) yang 
meneliti pengaruh EM terhadap CED sebagai salah satu proksi CSR serta peran 
CG dalam memoderasi pengaruh EM terhadap CED. Penelitian tersebut 
menemukan bahwa corporate govenance yang diproksikan oleh jumlah rapat 
komite audit mampu memperlemah pengaruh EM terhadap CED dalam suatu 
perusahaan. Namun demikian, Salama et al., (2009) tidak menemukan pengaruh 
yang signifikan antara EM terhadap CED serta ukuran dewan direksi dalam 
memoderasi pengaruh kedua variabel tersebut.  
Penelitian Handajani et al., (2008) menguji pengaruh earnings 
management dan corporate governance terhadap pengungkapan CSR. Penelitian 
tersebut membuktikan bahwa earnings management dan corporate governance 
yang diproksikan oleh komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
CSR. 
Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat 
disimpulkan masih terdapat hasil yang kontradiktif. Oleh karena itu peneliti 






 Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang telah dibahas diatas, maka 
perumusan masalah akan dikemukakan sebagai berikut : 
1. Apakah earnings management berpengaruh terhadap pengungkapan CSR? 
2. Apakah proporsi komisaris independen berperan dalam memoderasi 
pengaruh earnings management terhadap pengungkapan CSR? 
3. Apakah  jumlah rapat komite audit berperan dalam memoderasi pengaruh 
earnings management terhadap pengungkapan CSR? 
4. Apakah kepemilikan institusional berperan dalam memoderasi pengaruh 
earnings management terhadap pengungkapan CSR? 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh earnings management 
terhadap pengungkapan CSR. 
2. Untuk memberikan bukti empiris peran proporsi komisaris independen 
dalam memoderasi pengaruh earnings management terhadap 
pengungkapan CSR. 
3. Untuk memberikan bukti empiris peran jumlah rapat komite audit dalam 
memoderasi pengaruh earnings management terhadap pengungkapan 
CSR. 
4. Untuk memberikan bukti empiris peran komite institusional dalam 






1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah :  
1. Bagi akademisi, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu 
akuntansi terutama bagaimana corporate govenance memonitoring 
tindakan earnings management dalam mempengaruhi pengambilan 
keputusan perusahaan untuk pengungkapan CSR dalam laporan tahunnya. 
2. Bagi praktisi bisnis, memberikan pemahaman tentang pentingnya 
pengungkapan CSR sehingga dapat menjadi masukan dalam pengambilan 
keputusan. 
3. Bagi regulator, memberikan masukan atas efektivitas penerapan UU 
Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan pasal 74 terhadap 
perusahaan go publik di Indonesia. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penyusunan skripsi ini didasarkan pada buku pedoman penyusunan 
skripsi, yang terbagi menjadi lima bab, dengan susunan sebagaimana dijelaskan 
berikut ini : 
BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bagian awal dalam penelitian yang 
menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang 
melandasi penelitian ini yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa 





BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini menguraikan tentang variabel-variabel 
dalam penelitian secara operasional, penentuan populasi dan sampel penelitian, 
jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN, Bab ini menguraikan mengenai objek 
penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan pembahasan terhadap hasil 
penelitian. 
BAB V PENUTUP, Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian yang dibuat 












2.1 Landasan Teori  
2.1.1 Teori Keagenan ( Agency Theory) 
 Jensen dan Meckling (1976) dalam Sulistyanto (2008) menyatakan agency 
theory merupakan sebuah  kontrak antara pemilik (principal) dan manajer (agent). 
Principal akan mendelegasikan wewenang dalam hal pengelolaaan perusahaan 
kepada agent. Pendelegasian wewenang ini menjadi keharusan dalam hubungan 
agensi agar manajer mempunyai kesempatan yang luas untuk menjalankan 
tugasnya, sekaligus mempertanggung jawabkan apa yang telah dikerjakan kepada 
pemilik perusahaan. Hubungan agensi ini seharusnya dapat membuat perusahaan 
meningkatkan nilainya karena dikelola oleh orang yang mengetahui dan 
memahami bagaimana menjalankan usaha serta diawasi secara ketat oleh pemilik, 
namun yang terjadi justru sebaliknya. Meisser et al., (2006) menjelaskan adanya 
permasalahan yang timbul karena adanya hubungan keagenan yang memisahkan 
fungsi kepemilikan oleh principal dan pengendalian oleh agent. Permasalahan 
yang ditimbulkan antara lain : (a) terjadinya informasi asimetris karena pada 
umumnya manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan 
yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan (b) terjadinya konflik 
kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, hal tersebut karena manajemen tidak 





 Adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik 
memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunis guna 
memaksimalkan keuntungan pribadi (Ujiyantho, 2007). Tindakan oportunistik 
manajemen, seperti manajemen laba merupakan permasalahan keagenan yang 
dapat menyesatkan stakeholder khususnya investor mengenai nilai pasar 
perusahaan dan posisi keuangan sehingga memungkinkan investor membuat 
keputusan yang salah. Oleh karena itu, manajemen laba dipandang sebagai suatu 
agency cost (Zahra et al ., 2005; Xie et al., 2003). Agency cost (biaya keagenan) 
merupakan biaya yang dikeluarkan oleh principal untuk biaya pengawasan 
terhadap agen, pengeluaran  yang mengikat oleh agen, dan adanya residual loss 
(Jensen dan Meckling, 1976 dalam Sulistyanto 2008). Di sisi lain, Dechow, et al.  
(1996) menyatakan bahwa ketika perusahaan dicurigai melakukan tindakan 
manajemen laba, nilai perusahaan akan segera berkurang di pasar saham. 
Teori  keagenan menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara agen dapat 
dikurangi dengan mekanisme pengawasan guna menyelaraskan kepentingan yang 
ada dalam suatu perusahaan (Ebrahim, 2007). Mekanisme pengawasan yang 
dimaksud dalam teori agensi ini adalah mekanisme corporate governance. 
Mekanisme corporate governance sebagai suatu sistem yang mengatur dan 
mengendalikan perusahaan diharapkan dapat memberikan pengawasan terhadap 
manajemen dalam mengelola perusahaan sehingga hal tersebut dapat meyakinkan 
investor bahwa mereka akan memperoleh return atas dana yang diinvestasikan. 
Dengan kata lain, corporate governance diharapkan dapat berfungsi untuk 





Dalam teori keagenan, selain mekanisme corporate governance, 
perusahaan dapat menggunakan metode yang berbeda seperti rencana kompensasi 
atau pengungkapan sukarela untuk mengurangi konflik kepentingan antara 
manajer dan pemegang saham (Salama et al., 2010). Peryataan tersebut didukung 
oleh McGuire et al., (1988) yang menyatakan bahwa aktivitas CSR yang 
diungkapkan perusahaan mampu meningkatkan reputasi perusahaan serta 
hubungan baik dengan stakeholder sehingga pada akhirnya akan memperluas 
akses pembiayaan modal dan peningkatan nilai pemegang saham. 
2.1.2 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) 
Stakeholder theory menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 
hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat 
bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, 
masyarakat, analis, dan pihak lain) (Ghozali dan Chariri, 2007). Stakeholder 
memiliki peranan yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ghozali dan 
Chariri (2007) menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung 
pada dukungan yang diberikan stakeholder kepada perusahaan tersebut. Pada 
dasarnya stakeholder memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber- 
sumber ekonomi perusahaan. Oleh karena itu, “ketika stakeholder mengendalikan 
sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi 
dengan cara-cara yang memuaskan keinginan stakeholder” (Ulman 1982, hal. 552 
dalam Ghozali dan Chariri, 2007).   
Hill dan Jones (1992) menyatakan bahwa manajer dalam perusahaan tidak 





stakeholder lainnya.  Manajer yang melakukan tindakan manajemen laba dengan 
mengorbankan kepentingan stakeholder, memiliki risiko tertentu. Para 
stakeholder akan merespon kepada manajemen dalam hal kepentingan mereka 
yang dikorbankan dalam praktek-praktek manajemen laba. Oleh karena itu, 
manajer memiliki insentif untuk membuat laporan keuangan yang lebih luas dan 
informatif, sehingga hal ini menghindarkan mereka dari ancaman tindakan 
displisiner dari stakeholder (Salama et al., 2010). Deegan (2004) menjelaskan 
bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi 
tentang kinerja sosial, lingkungan dan intelektual mereka untuk memenuhi 
ekspektasi yang diakui oleh stakeholder. Sejalan dengan hal tersebut Gray et al., 
(1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007) mengemukakan bahwa pengungkapan 
sosial dan lingkungan dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan 
dengan stakeholder.  
2.1.3 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 
Teori legitimasi dilandasi oleh adanya suatu kontrak sosial yang terjadi 
antara perusahaan dengan masyarakat, dimana perusahaan beroperasi dan 
menggunakan sumber ekonomi  (Ghozali dan Chariri, 2007). Deegan (2000) 
dalam Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa bentuk eksplisit dari 
kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah 
harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Legitimasi 
organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada 
perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. 





potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Ashforth dan Gibbs 1990; 
Dowling dan Preffer 1975; O’Donafan 2002 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). 
 Teori legitimasi menjelaskan bahwa sebuah organisasi dalam melakukan 
kegiatan operasionalnya harus menunjukan perilaku yang konsisten dengan nilai 
sosial  (Guthrie dan Parker, 1989). Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan 
aktivitas dan pengungkapan CSR. Pengungkapan aktivitas CSR dianggap menjadi 
suatu hal yang penting untuk mempengaruhi persepsi masyarakat akan kegiatan 
operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan (Ghozali dan Chariri, 2007) yang 
menyatakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis sosial 
dan lingkungan  serta pengungkapan informasi sosial dan lingkungan untuk 
membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat. Namun 
demikian, Gray (1995) dalam Salama et al., (2010) mengemukakan motivasi 
tersendiri dari manajer dalam melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan. 
Gray (1995) menyatakan  bahwa manajer yang terlibat dalam praktek EM 
cenderung untuk menggunakan mekanisme pengungkapan sosial dan lingkungan 
untuk melegitimasi organisasi, terutama dengan para pemangku kepentingan 
sosial dan politik. 
2.1.4 Corporate Social Responsibility 
Istilah Corporate Social Responsibility (CSR) dipopulerkan oleh John 
Elkington (1997) melalui bukunya “Cannibal with Forks, the Tripple Bottom Line 
of Twentieth Century Business”. Elkington mengembangkan konsep triple bottom 
line dalam istilah economic prosperity, environmental quality dan social justice. 





ingin menjaga kelangsungan usahanya harus memperhatikan 3P yaitu profit, 
people, dan planet. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan yang menjalankan 
usahanya tidak dibenarkan hanya mengejar keuntungan semata (profit), tetapi 
mereka juga harus terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dan 
masyarakat (people), serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian 
lingkungan (planet).  
World Business Council for Suistainable Development (WBCSD) 
memberikan definisi yang lebih luas mengenai CSR : 
Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business 
to behave ethically and contribute to economic development while 
improving the quality of life of the workforce and their families as well as 
of the local community and society at large. 
 
Berdasarkan pengertian tersebut, CSR merupakan suatu komitmen bisnis 
untuk beperilaku etis dan memberikan kontribusi kepada pembangunan 
ekonomi,serta berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawan dan 
keluarga mereka serta komunitas setempat ataupun masyarakat luas guna 
meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis 
maupun untuk pembangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  CSR 
adalah suatu tindakan atau konsep  yang dilakukan oleh perusahaan sebagai 
bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana 
perusahaan itu berada. 
2.1.5 Pengungkapan CSR 
Pengungkapan (disclosure) yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan 
untuk menunjukan transparansi dan akuntanbilitas perusahaan. Pengungkapan 





bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Kualitas informasi 
dapat dilihat dari sejauh mana luas pengungkapan laporan yang diterbitkan 
perusahaan. Ada tiga konsep yang umumnya diungkapkan yaitu adequate, fair 
dan full disclosure (Hendrikson, 2001). Adequate disclosure mengandung arti 
yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, 
sehingga informasi tersebut tidak menyesatkan investor. Fair disclosure 
merupakan pengungkapan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua 
pemakai laporan keuangan dengan menyediakan informasi yang layak.  Full 
disclosure (pengungkapan penuh) diartikan sebagai penyediaan semua informasi 
yang dianggap cukup penting dalam mempengaruhi penilaian dan keputusan yang 
akan diambil pengguna laporan keuangan. Konsep pengungkapan yang cukup 
(adequate disclosure) merupakan konsep pengungkapan yang paling umum 
digunakan dari ketiga konsep lainnya (Ghozali dan Chariri, 2007). 
 Surat keputusan BAPEPAM No. Kep- 38/PM/1996 tentang Kewajiban 
Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik menyatakan 
bahwa pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dapat dikelompokan 
menjadi dua. Pertama adalah pengungkapan yang bersifat wajib (mandatory 
disclosure), yaitu informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan 
yang secara wajib harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar 
modal di suatu negara. Kedua adalah pengungkapan yang bersifat sukarela 
(voluntary disclosure), yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh 





 Pengungkapan CSR merupakan bagian dari pengungkapan yang bersifat 
mandatory, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Undang- Undang Perseroan 
Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat (2)  yang menjelaskan bahwa selain 
menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan 
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun demikian, item-item 
pengungkapannya masih menjadi informasi yang bersifat voluntary (Cheng dan 
Christiawan, 2011).  
 Dalam mengukur pengungkapan CSR, penelitian ini menggunakan standar 
Global Reporting Initiative (GRI).  Global Reporting Initiative (GRI) adalah 
sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, 
paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen 
untuk terus- menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia 
(www.globalreporting.org). Daftar pengungkapan sosial yang berdasarkan standar 
GRI juga pernah digunakan oleh Dahli dan Siregar (2008). Indikator GRI yang 
digunakan termasuk: ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), praktik tenaga kerja 
(14 item), hak manusia (9 item), masyarakat (8 item), dan tanggung jawab produk 
(9 item). 
2.1.6 Earnings Management 
 Sulistyanto (2008) yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan 
upaya manajer untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi 
dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabuhi stakeholder yang ingin 
mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Watts dan Zimmermann (1986) 





(1) hipotesis program bonus, yang didasarkan adanya dorongan manajer 
perusahaan untuk mendapatkan bonus berdasarkan laba yang dilaporkan oleh 
manajer sehingga akan mendorong manajer untuk memilih prosedur akuntansi 
yang dapat menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini; (2) 
hipotesis perjanjian utang, yang disebabkan oleh munculnya perjanjian kontrak 
antara manajer dan perusahaan yang berbasis kompensasi manajerial; (3) hipotesis 
biaya politik, yang timbul karena manajemen memanfaatkan kelemahan akuntansi 
yang menggunakan estimasi akrual serta pemilihan metode akuntansi dalam 
rangka menghadapi berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 
 Secara umum, Sulistyanto (2008) menjelaskan ada tiga kelompok model 
empiris manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran yang 
digunakan, yaitu model yang bebasis akrual agregat (aggregate accruals), akrual 
khusus (specific accruals), dan distribusi laba (distribution of earnings). 
1. Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan dicretionary 
accruals sebagai proksi manajemen laba. Model manajemen laba ini 
dikembangkan oleh Healy (1985), De Angelo (1986), Jones (1991), serta 
Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995) 
2. Model berbasis specific akrual, yaitu pendekatan yang menghitung akrual 
sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan 
keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Model ini dikembangkan oleh 
McNicholas dan Wilson, Petroni, Beaver, dan Engel, Beneish, serta 





3. Model distribution of earnings dikembangkan oleh Burgtahler dan Dichev, 
Degeorge, Patel, dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner. 
  Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model berbasis akrual. 
Penggunaan model tersebut karena sejauh ini hanya model berbasis akrual yang 
diterima secara umum sebagai model yang memberikan hasil paling kuat dalam 
mendeteksi manajemen laba. Alasannya, model empiris ini sejalan dengan 
akuntansi berbasis akrual yang selama ini digunakan dalam dunia usaha. 
2.1.7 Corporate Governance 
Secara definitif corporate governance diartikan sebagai suatu sistem yang 
mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah 
(value added) untuk semua stakeholdernya (Sulistyanto, 2008). Sejalan dengan 
penyataan tersebut, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 
 mendefinisikan corporate governance sebagai salah satu pilar dari sistem 
ekonomi pasar. Corporate governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik 
terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di 
suatu negara. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) mendorong 
terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu 
diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting 
untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. 
Dalam pelaksanaannya, KNKG menyusun suatu pedoman yang dijadikan 
acuan dalam penerapan corporate governace. Dalam pedoman tersebut KNKG 






1. Transparansi (Transparency) 
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah 
diakses dan dipahami oleh stakeholder. Perusahaan harus mengambil inisiatif 
untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan 
perundang - undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan 
oleh pemegang saham, kreditur dan stakeholder lainnya. 
2. Akuntabilitas (Accountability) 
 Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, 
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 
kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Akuntabilitas merupakan 
persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 
3. Responsibility (Responsibility) 
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 
pengakuan sebagai good corporate citizen. 
4. Independensi (Independency) 
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara 
independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi 






5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa   
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya 
berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 
Berbagai penelitian terkait dengan corporate governance menghasilkan 
berbagai mekanisme yang meyakinkan stakeholder bahwa tindakan manajemen 
selaras dengan kepentingan mereka. Mekanisme corporate governance dibagi 
menjadi dua kelompok, yaitu: (1) berupa internal mechanism seperti: komposisi 
dewan direksi, komposisi komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi 
eksekutif serta komite audit, (2) external mechanism seperti pengendalian oleh 
pasar, level debt financing, dan auditor ekternal (Barnhart dan Rosentein, 1998 
dalam Herawaty 2008). 
2.1.7.1 Dewan Komisaris  
Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang  bertugas dan 
bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan terhadap 
pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan 
bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung 
jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern 
perusahaan (KNKG, 2006). Terdapat dua sistem manajemen yang berbeda yang 
berasal dari dua sistem hukum yang berbeda (FCGI, 2002) yang membedakan 







1. Sistem Satu Tingkat atau One Tier System 
Sistem satu tingkat berasal dari Sistem Hukum Anglo Saxon. Dalam 
sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya 
merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) 
dan direktur independen (non direktur eksekutif) yang bekerja dengan prinsip 
paruh waktu. Negara-negara yang menggunakan One Tier System misalnya adalah 
Amerika Serikat dan Inggris. 
Gambar 2.1 






Sumber: FCGI (2005) 
2. Sistem Dua Tingkat atau Two Tiers System 
Sistem dua tingkat berasal dari Sistem Hukum Kontinental Eropa. Dalam 
sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas 
(dewan komisaris) dan dewan manajamen (dewan direksi). Dewan direksi 
bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan 
pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi juga harus memberikan informasi 
kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan 
komisaris. Hal tersebut berarti bahwa dewan komisaris terutama 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
DEWAN DIREKSI 
DIREKTUR 







bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen.  Negara-negara 
yang menggunakan Two Tiers System dalah Denmark, Jerman, Belanda, Jepang 
termasuk juga Indonesia  
Gambar 2.2 








Sumber: FCGI (2005) 
Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta BEJ Nomor: Kep-
315/BEJ/06-2000 menyatakan perusahaan yang terdaftar di bursa efek harus 
memiliki dewan komisaris yang memonitor perusahaan agar tercipta good 
corporate governance (GCG). Senada dengan hal tersebut, Undang-Undang 
Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) menjelaskan 
bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, wajib memiliki paling 
sedikitnya 2 (dua) anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota 
dewan komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus 
disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan 
efektivitas dalam pengambilan keputusan. 










Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengklasifikasikan 
dewan komisaris menjadi dua kelompok yaitu, komisaris independen dan 
komisaris yang terafiliasi. Komisaris yang terafiliasi (non-independen) adalah 
pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang 
saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan 
perusahaan itu sendiri. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak 
mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan. Fama dan Jensen (1983) dalam 
Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa komisaris independen 
merupakan pihak yang netral dalam perusahaan sehingga  mampu bertindak 
sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi antara para manajer internal dan 
mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan arahan/masukan kepada 
manajemen. 
Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta (BEJ) 
melalui peraturan BEJ yang dikutip oleh FCGI (2002). Peraturan tersebut 
menyiratkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mempunyai 
komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang 
dimiliki pemegang saham yang minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan 
jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan 
komisaris.  
2.1.7.2 Komite Audit  
KNKG (2006) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, dewan 
komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite disampaikan kepada 





tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang 
menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau 
jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai 
dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus 
membentuk Komite Audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan 
kebutuhan. Pembentukan komite audit telah diatur sebelumnya dalam keputusan 
Bapepam-LK No. Kep-29/PM/2004 nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan 
Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan tersebut menyiratkan bahwa 
perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. 
Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris guna 
memastikan bahwa: (1) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum, (2) struktur pengendalian internal 
perusahaan dilaksanakan dengan baik, (3) pelaksanaan audit internal maupun 
eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (4) tindak 
lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006).  
Komite audit dalam melaksanakan tugasnya harus terdiri dari individu-
individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen 
yang mengelola perusahaan, dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan 
fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama 
kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif 
dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, 
karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta 





2.1.7.3 Kepemilikan Institusional 
 Kepemilikan institusional  merupakan persentase kepemilikan pemegang 
saham yang dimiliki oleh pemilik institusional (>5%) seperti asuransi, bank, 
perusahaan investasi, dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi 
lain yang memiliki hubungan istimewa (Skousen et al.,  2009). Kepemilikan 
saham institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor 
perusahaan. Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa monitoring 
yang dilakukan oleh investor institusional tentunya akan menjamin kemakmuran 
untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen 
pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. 
Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 
pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat 
mengurangi perilaku oportunistik manajer. 
Jensen dan Meckling (1976) dalam Susanti (2010) menyatakan bahwa 
kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam 
meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang 
saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme 
monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal 
ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis 
sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Hal tersebut 
didukung oleh hasil penelitian Jiambavo et al., (1996) yang menemukan bahwa 
nilai absolut diskresioner berhubungan negatif dengan kepemilikan institusional. 





kepemilikan instusional, yaitu dapat mengurangi pengelolaan laba yang dilakukan 
perusahaan. Jika pengelolaan laba tersebut efisien maka kepemilikan institusional 
yang tinggi akan meningkatkan pengelolaan laba tetapi jika pengelolaan laba yang 
dilakukan perusahaan bersifat oportunis maka kepemilikan institusional yang 
tinggi akan mengurangi earnings management. 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Penelitian empiris terdahulu terkait topik, antara lain: 
1. Salama et al., (2010) meneliti hubungan antara CED dan manajemen 
laba serta peran mekanisme CG terhadap asosiasi tersebut. Mekanisme 
CG yang digunakan adalah ukuran dewan direksi,dan jumlah rapat 
komite audit. Dalam penelitian ini ada tiga variabel kontrol  yaitu : 
ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian adalah 245 perusahaan non-keuangan di 
Inggris untuk tahun yang berakhir pada Maret 2007. Salama et al., 
(2010) tidak menemukan  hubungan yang signifikan antara CED dan 
manajemen laba. Namun demikian, mereka menemukan bahwa jumlah 
rapat komite audit memiliki hubungan signifikan antara CED dan 
manajemen laba. Akan tetapi, ukuran dewan direksi tidak berpengaruh 
pada asosiasi antara manajemen laba dengan CED.  
2. Handajani et al.,  (2008) menguji pengaruh earnings management dan 
struktur corporate governance terhadap pengungkapan CSR. 
Penelitian ini menggunakan variabel earning management yang diukur 





kepemilikan institusional, komite audit sebagai proksi struktur 
corporate governance dan profil perusahaan, tipe industri, leverage 
sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan sampel 
perusahaan publik yang terdaftar dalam BEI pada periode 2005-2007. 
Hasil dari penelitian ini adalah  Earning management berpengaruh 
positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Begitu pula untuk 
variabel komite audit yang menjadi proksi corporate governance 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 
3. Midiastuty dan Machfoedz (2003) meneliti hubungan mekanisme 
corporate governance dan manajemen laba. Corporate governance 
dalam penelitian ini terdiri dari : Kepemilikan manajerial, kepemilikan 
insitusional dan ukuran dewan direksi. Penelitian ini menggunakan 
sampel 85 perusahaan dari periode tahun 1995 sampai dengan tahun 
2000. Midiastuty dan Machfoedz menemukan bahwa kepemilikan 
manajerial dan kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan 
manajemen laba, sedangkan ukuran dewan direksi berhubungan positif 
dengan manajemen laba. 
 
Tabel 2.1 
Ringkasan Penelitian Terdahulu 
No Peneliti 
(Tahun) 
Variabel Analisis Statistik Hasil Penelitian 
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2.3 Kerangka Pemikiran 
Earnings management (EM) merupakan perilaku oportunistik yang 
dilakukan manajer dalam mengelola laba.  Praktek EM yang dilakukan manajer 
menanggung risiko tertentu, image perusahaan menjadi buruk di mata stakeholder 
ketika perusahaan terbukti melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, 
perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas seperti 
pengungkapan CSR guna menutupi/mengalihkan perhatian stakeholder dari isu 
praktek EM yang dilakukan (Prior et al., 2010). Salama et al., (2010) menyatakan 
bahwa aktivitas CSR dan pengungkapan yang dilakukan manajer dengan motivasi 
untuk menutupi praktek EM dapat diminimalisir oleh mekanisme corporate 
governance. Corporate governance  merupakan suatu mekanisme pengawasan 
atas tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Mekanisme corporate 
governance dalam penelitian ini antara lain proporsi komisaris independen, 
jumlah rapat komite audit, dan kepemilikan institusional. 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dan telaah pustaka, maka 
variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 
2.4.1 Pengaruh Earnings Management Terhadap Pengungkapan CSR 
Earning management atau manajemen laba merupakan perilaku 
oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk memanipulasi laporan 
keuangan perusahaan. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa perilaku 
oportunistik tersebut berawal dari adanya asimetri informasi serta perbedaan 
kepentingan antara manajer dan pihak eksternal.  Manajer melakukan praktik 
tersebut untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan pribadi. Perilaku oportunistik 
manajer dalam melakukan manajemen laba memiliki pengaruh negatif bagi 
berbagai pihak. Zahra et al., (2005) dalam Prior et al., (2010) menyatakan bahwa 
tindakan-tindakan manajerial yang dengan sengaja menyamarkan nilai sebenarnya 
dari aset perusahaan, transaksi, atau posisi keuangan, memiliki konsekuensi 
negatif bagi pemegang saham, karyawan, masyarakat di sekitar lingkungan 
perusahaan, masyarakat luas, reputasi manajer, keamanan kerja dan kelangsungan 
karir manajer.  
Teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan dapat menggunakan 
metode yang berbeda seperti rencana kompensasi atau pengungkapan sukarela 
untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham 
(Salama et al., 2010). Aktivitas CSR yang diungkapkan oleh perusahaan mampu 
melegitimasi aktivitas perusahaan dimata masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). 
Semakin banyak item CSR yang diungkapkan perusahaan secara sukarela akan 





memberikan tranparansi atas dampak kegiatan operasional perusahaan maupun 
kontribusi yang telah diberikan kepada masyarakat maupun stakeholder lainnya.  
Pengungkapan CSR yang dilakukan dalam suatu perusahaan tidak hanya 
untuk menunjukkan kepedulian serta melegitimasi aktivitas perusahaan  terhadap 
stakeholder, namun pengungkapan CSR digunakan untuk melindungi posisi dan 
menjaga kepentingan manajer. Manajer yang terlibat dalam EM cenderung 
menyadari bahwa mekanisme pengungkapan CSR sebagai suatu strategi dalam 
mempertahankan legitimasi perusahaan, terutama dengan para pemangku 
kepentingan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Prior et al (2010) yang 
menemukan bahwa manajer yang terlibat dalam manipulasi laba berusaha untuk 
mengkompensasikannya dengan melibatkan perusahaan dalam kegiatan CSR 
guna menghindari tindakan pengawasan yang dilakukan oleh investor maupun 
stakeholder lainnya. Oleh karena itu, manajer yang melakukan EM memiliki 
insentif dalam membuat pengungkapan yang lebih luas dan informatif, seperti 
pengungkapan CSR agar reputasi perusahaan tetap terjaga. Senada dengan hal 
tersebut penelitian yang dilakukan oleh Handajani et al., (2008) menemukan 
bahwa terdapat pengaruh positif dari perilaku earnings management terhadap 
CSR disclosure.  Dari uraian di atas hipotesis yang diajukan  adalah: 
H1 : Earnings management berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR 
2.4.2 Peran Mekanisme Corporate Governance Dalam Memoderasi Pengaruh 
Earnings Management Terhadap Pengungkapan CSR 
Corporate Governance merupakan suatu sistem pengawasan dan 





pengendalian yang baik akan mendorong manajer untuk selalu 
mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan-keputusan yang 
dibuatnya. Dengan kata lain, corporate governance merupakan upaya untuk 
mengeliminir manajemen laba dalam suatu perusahaan. Penerapan mekanisme 
corporate governance akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan 
transparansi dan akuntanbilitasnya. Klein (2002) menyatakan bahwa peningkatan 
keandalan dan kualitas laba akuntansi terjadi ketika perilaku oportunistik 
manajerial dipantau oleh mekanisme corporate governance. Mekanisme 
corporate governance yang kuat dalam sebuah perusahaan akan menjadi 
penghambat bagi manajer untuk menyembunyikan, mengubah atau menunda 
informasi yang seharusnya diketahui oleh publik ( Sulistyanto, 2008).  
Corporate governance mampu mengendalikan tindakan oportunistik 
manajer yang berusaha mengalihkan isu tersebut dengan aktif dalam kegiatan 
CSR (Salama et al., 2010). Mekanisme corporate governance yang baik harus 
dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan kreditor melalui 
mekanisme internal maupun ekternal perusahaan. Dalam penelitian ini mekanisme 
corporate governance diproksikan oleh proporsi komisaris independen, jumlah 
rapat komite audit, dan kepemilikan institusional. 
2.4.2.1 Peran Komisaris Independen Dalam Memoderasi Pengaruh Earnings 
Management Terhadap Pengungkapan CSR 
KNKG (2006) menjelaskan bahwa komisaris Independen adalah anggota 
dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris 





hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk mengawasi 
aktivitas pengelolaan perusahaan. Sikap independensi dari pihak luar serta 
memiliki tujuan untuk kepentingan perusahaan menjadikan keberadaan dewan 
komisaris independen sangatlah penting bagi kelangsungan perusahaan. 
Komisaris Independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dan 
memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktek-praktek yang 
transparan dan akuntabel. Oleh karena itu,  keberadaan dewan komisaris 
independen akan memberikan pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan 
aktivitas pengelola perusahaan termasuk perilaku oportunistik seperti manajemen 
laba. Hal tersebut didukung oleh penelitian Klein (2002) membuktikan bahwa 
besarnya discretionary accrual lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki 
komite audit yang terdiri dari komisaris independen yang jumlahnya sedikit. Hal 
ini sesuai dengan  penelitian Dechow et al.,(1996) yang menemukan bahwa 
perusahaan memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan manipulasi laba 
apabila dewan komisaris didominasi oleh jajaran manajemen.  
Herawaty (2008) menyatakan bahwa komisaris independen dapat 
memonitor manajemen dalam rangka menyelaraskan perbedaan kepentingan 
antara pemilik dan manajemen. Hal tersebut berarti bahwa semakin besar proporsi 
dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan akan semakin meminimalisir 
tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Xie et al., (2003) 
menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen yang lebih berpengalaman 





tanggung jawab sosial perusahaan. Dari uraian di atas hipotesis yang diajukan 
adalah : 
H2 : Proporsi komisaris independen memoderasi hubungan antara earnings 
management dan pengungkapan CSR 
2.4.2.2 Peran Jumlah Rapat Komite Audit Dalam Memoderasi Pengaruh 
Earnings Management Terhadap Pengungkapan CSR 
Dalam menjalankan tugasnya komite audit harus melakukan rapat atau 
pertemuan untuk melakukan koordinasi agar dapat menjalankan tugas secara 
efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan 
pelaksanaan good corporate governance. Berdasarkan keputusan ketua Bapepam 
Nomor Kep-24/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite 
audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal 
rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.  
Ebrahim (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit 
memiliki pengaruh dalam mengurangi tindakan manajemen laba. Lebih lanjut 
Ebrahim menyatakan bahwa hubungan tersebut menjadi lebih kuat ketika komite 
audit lebih aktif. Sejalan dengan hal tersebut Xie et al (2003) membuktikan bahwa 
komite audit yang lebih aktif memiliki komposisi yang lebih besar guna 
memantau dicretionary accrual jangka pendek. Hal tersebut berarti bahwa 
semakin rutin komite audit mengadakan pertemuan maka semakin kecil potensi 
manajer yang melakukan praktek EM dengan memperluas pengungkapan CSR 






Dari uraian di atas hipotesis yang diajukan adalah:  
H3 : Jumlah rapat komite audit memoderasi hubungan antara earnings 
management dan pengungkapan CSR 
2.4.2.3 Peran Kepemilikan Institusional Dalam Memoderasi Pengaruh 
Earnings Management Terhadap Pengungkapan CSR 
Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor 
institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal 
terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber 
kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap 
keberadaan manajemen. Hal tersebut sejalan dengan penemuan Bushee (1998) 
dalam Murwaningsari (2008) yang membuktikan bahwa investor institusional 
mampu mengurangi insentif bagi perilaku oportunistik manajer dengan 
memberikan derajat monitoring yang lebih tinggi terhadap perilaku manajerial 
dibandingkan investor lainnya. Hal tersebut didukung oleh penelitian Cornet et 
al., (2006)  yang menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh 
pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan 
perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku 
oportunistik atau mementingkan diri sendiri. 
Midiastuty dan Machfoedz (2003) menemukan bahwa semakin besar 
jumlah kepemilikan saham oleh investor institusional maka semakin kecil 
kesempatan manajer dalam melakukan tindakan manajemen laba. Hal tersebut 





dan pengendalian terhadap perilaku manajer. Jiambavo et al (1996)  menemukan 
bahwa nilai absolut diskresioner berhubungan negatif dengan kepemilikan 
institusional. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada efek  feedback dari 
kepemilikan instusional yang dapat mengurangi pengelolaan laba  yang dilakukan 
perusahaan. Jika pengelolaan laba tersebut efisien maka kepemilikan institusional 
yang tinggi akan meningkatkan pengelolaan laba tetapi jika pengelolaan laba yang 
dilakukan perusahaan bersifat oportunis maka kepemilikan institusional yang 
tinggi akan mengurangi earnings management.  
Berdasarkan argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar 
kepemilikan institusional maka semakin tinggi tingkat pengawasan yang 
dilakukan terhadap manajer yang mencoba melakukan praktek EM dengan 
memperluas pengungkapan CSR untuk menghindari tindakan pengawasan dari 
stakeholder. Dari uraian di atas hipotesis yang diajukan: 
H4: Kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara earnings 
















3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, variabel 
moderating, variabel dependen, dan variabel kontrol. Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah earnings management. variabel moderating dalam 
penelitian ini adalah mekanisme corporate governance yang diproksikan oleh 
proporsi komisaris independen, jumlah rapat komite audit, dan kepemilikan 
institusional. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan 
CSR, sedangkan variabel kontrol terdiri dari ukuran perusahaan, 
profitabilitas, dan leverage. Definisi operasional setiap variabel dapat dilihat 
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3.1.1 Variabel Independen 
Variabel independen merupakan variabel bebas yang tidak dipengaruhi oleh 
variabel apapun. Variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan  atau 
mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah manajemen laba (earnings management). Earnings 
management merupakan perilaku oportunistik manajer dalam melakukan tindakan 
diskresioner atas laba yang dilaporkan guna memaksimalkan keuntungan mereka 
sendiri.  Healy dan Wahlen (1999, hal 366) menyatakan bahwa situasi manajemen 
laba (EM) terjadi ketika para manajer "menyesatkan beberapa stakeholder 
mengenai kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak 
yang bergantung pada pelaporan angka akuntansi".  Dalam penelitian ini earnings 
management menggunakan proksi discretionary accrual. Model untuk mengukur 
earnings management  yang menggunakan proksi discretionary accrual salah 







Tahap-tahap penentuan discretionary accrual adalah seperti berikut: 
(1) Menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas (cash 
flow approach), yaitu : 
TACCit = NIit – CFOit       (1) 
Keterangan: 
TACCit  =  Total akrual perusahaan i pada tahun t 
NIit  =  Laba bersih kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada 
periode ke t 
CFOit  =  Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada 
periode ke t 
(2) Menentukan koefisien dari regresi akrual. 
Akrual diskresioner merupakan perbedaan antara total akrual (TACC) 
dengan nondiscretionary accrual (NDACC). Langkah awal untuk 
menentukan nondiscretionary accrual yaitu dengan melakukan regresi 
sebagai berikut: 
TACCit/TAit-1 = β1 (1/TAit-1 ) + β2 ((Δ REVit-ΔRECit)/TAit-1 ) 
+β3(PPEit/TAit-1 ) + β4 (ROAit-1/ TAit-1 )+ e  (2) 
Keterangan: 
TACCit   = Total akrual perusahaan i pada tahun t (yang dihasilkan 
dari perhitungan nomor 1 di atas) 
TA it-1   = Total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1 





ΔRECit = Perubahan piutang bersih (net receivable) perusahaan i 
pada tahun t 
PPEit   = Property, plant and equipment perusahaan i pada tahun t 
ROAit-1   = Return on assets perusahaan i pada akhir tahun t-1 
(3) Menentukan nondiscretionary accrual. 
Regresi yang dilakukan di (2) menghasilkan koefisien β1, β2, β3 dan β4. 
Koefisien β1, β2, β3 dan β4 tersebut kemudian digunakan untuk 
memprediksi nondiscretionary accrual melalui persamaan berikut: 
NDACCit = β1(1/TAit-1) + β2((ΔREVit-ΔRECit)/TAit-1) + β3(PPEit/TAit-1) 
+ β4(ROAit-1/ TAit-1)+ e     (3) 
Keterangan: 
NDACCit  =  Nondiscretionary accrual perusahaan i pada tahun t 
e   =  Error 
(4) Menentukan discretionary accrual. 
Setelah didapatkan akrual nondiskresioner, kemudian discretionary 
accrual bisa dihitung dengan mengurangkan total akrual (hasil perhitungan 
di (1)) dengan nondiscretionary accrual (hasil perhitungan di (3)). 
DACCit = (TACCit/TAit-1) – NDACCit    (4) 
Keterangan: 
DACCit  = Discretionary accrual perusahaan i pada tahun t 
3.1.2  Variabel Moderating 
Variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah 





2009). Dalam penelitian ini corporate governance digunakan sebagai variabel 
moderating antara pengaruh earnings management terhadap pengungkapan CSR. 
Corporate governance merupakan suatu susunan aturan yang menentukan 
hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan 
stakeholders internal dan eksternal lainnya sesuai dengan hak dan tanggung 
jawabnya (FGCI, 2002). Mekanisme corporate governance dalam penelitian ini 
diproksikan dengan proporsi komisaris independen, jumlah rapat komite audit, 
dan kepemilikan institusional. 
1. Proporsi Komisaris Independen 
Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 
berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 
saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang 
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 
semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Komisaris independen 
dapat bertindak penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer 
dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberi nasihat kepada manajemen 
(Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Dalam penelitian ini proporsi komisaris 
independen dihitung dengan cara:  
Jumlah anggota komisaris independen 
Proporsi  komisaris independen = Jumlah seluruh anggota dewan komisaris 
 
2. Jumlah Rapat Komite Audit 
Jumlah rapat komite audit merupakan jumlah pertemuan atau rapat yang 





mampu meningkatkan tindakan monitoring/pengawasan terhadap perilaku 
manajemen (Xie et al., 2003). Jumlah rapat komite audit diukur dengan cara 
melihat jumlah rapat yang dilakukan komite audit pada laporan tahunan 
perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan maupun laporan 
komite audit. 
3. Kepemilikan Institusional 
Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 
institusi antara lain bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga 
keuangan lainnya (Tarjo, 2008).  Kepemilikan institusional memiliki kemampuan 
untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif 
sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang 
dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan 
yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak 
manajemen (Boediono, 2005). Indikator yang digunakan untuk mengukur 
kepemilikan institusional adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh 
pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. 
3.1.3 Variabel Dependen 
Variabel dependen merupakan variabel terikat dan dipengaruhi oleh 
variabel lainnya (Ghozali, 2009). Variabel dependen pada penelitian ini adalah 
pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR merupakan bagian dari akuntansi 
pertanggung jawaban sosial yang mengkomunikasikan informasi sosial kepada 
stakeholder (Cheng dan Christiawan, 2011). Menurut Guthrie dan Parker (1990) 





CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk 
membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi 
ekonomis dan politis. Selain itu, akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat 
memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan 
memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia 
dan lingkungannya. 
 Pengungkapan CSR dapat diperoleh dari annual report maupun melalui 
sustainability report (laporan keberlanjutan) yang biasanya terpisah. 
Pengungkapan CSR dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks Global 
Reporting Initiative (GRI). Penilaian menggunakan indeks GRI telah dipakai oleh 
kurang lebih 1500 perusahaan di 60 negara (Nuraini, 2010).  Di tahun 2002, GRI 
diadopsi oleh UN dan The UN Global Compact seperti yang disebutkan dalam 
dokumen EU dalam Kerangka CSR Eropa. Indeks ini memiliki format dan isi 
laporan yang paling lengkap dalam menyediakan informasi. Jumlah item CSR 
pengungkapan menurut GRI adalah 79 yang terdiri dari: ekonomi (9 item), 
lingkungan (30 item), praktik tenaga kerja (14item), hak manusia (9 item), 
masyarakat (8 item), dan tanggung jawab produk (9item). Dalam penelitian ini, 
pengungkapan item CSR dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: 
                    Jumlah item yang diungkapkan perusahaan 
        N = 
    Jumlah item pengungkapan lingkungan GRI 
 
3.1.4 Variabel Kontrol 
Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 





faktor luar yang tidak diteliti (Jogiyanto, 2004). Variabel kontrol yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. 
3.1.4.1   Ukuran Perusahaan 
Ukuran perusahaan adalah suatu skala pengklasifikasian besar kecilnya 
perusahaan. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh 
perusahaan sampel terdapat di dalam laporan tahunan perusahaan. Ukuran 
perusahaan yang diukur dari total aset akan ditransformasikan dalam bentuk 
logaritma dengan tujuan untuk menyamakan dengan variabel lain, karena nilai 
total aset perusahaan relatif lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel 
lain dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut: 
SIZE = log (nilai buku total aset) 
3.1.4.2   Profitabilitas 
Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. 
Variabel profitabilitas dalm penelitian ini menggunakan Return On Asset (ROA). 
ROA adalah kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan 
aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor baik pemegang 
obligasi maupun pemegang saham (Riyanto, 2001). Rasio ini merupakan rasio 
yang terpenting untuk mengetahui profitabilitas suatu perusahaan. Return on asset 
merupakan ukuran efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan 
dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA 





investasi (return) semakin besar. Adapun pengukurannya dengan menggunakan 
rumus : 
                            Laba bersih setelah pajak (EAT) 
ROA = 
                                   Total aktiva 
 
Kedua variabel yang digunakan untuk mengukur ROA tersebut (EAT  dan total 
investasi aktiva operasi) tercermin dalam laporan keuangan tahunan, besarnya 
EAT diperoleh dari laporan laba rugi, sedangkan total asset yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah total aktiva tetap yang digunakan ntuk aktivitas operasi 
perusahaan yang tercermin dalam laporan neraca (sisi  aktiva/ asset).   
3.1.4.3   Leverage 
Rasio leverage menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 
semua kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Rasio  leverage yang 
tinggi menunjukkan bahwa perusahaan banyak dibiayai oleh investor atau kreditur 
luar. Semakin tinggi rasio leverage berarti semakin besar pula proporsi pendanaan 
perusahaan yang  dibiayai dari hutang. Rasio leverage dalam penelitian ini diukur 
dengan membagi total utang dengan jumlah aktiva perusahaan, yang dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
      Total Debt 
LEV =    x  100% 
      Total Asset 
 
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 
3.2.1 Populasi Penelitian 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang 





karena perusahaan manufaktur lebih banyak mempunyai pengaruh/dampak 
terhadap lingkungan atas kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan periode tahun 2008 - 2010, dengan alasan: pada 20 
Juli 2007 telah dikeluarkan UU PT No. 40  yang didalamnya memuat kewajiban 
pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang baru 
berlaku secara efektif pada akhir tahun 2007. Dengan demikian, peneliti 
menggunakan laporan tahunan periode 2008-2010 karena pada tahun tersebut 
perusahaan dianggap telah mampu dan siap untuk melakukan pengungkapan dan 
pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
3.2.2 Sampel Penelitian 
Pemilihan sampel dalam penelitian ini berdasarkan metode purposive 
sampling yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang 
informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu 
(Ghozali, 2009). Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 
purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif 
sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel yang akan 
digunakan yaitu : 
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2008-2010. 
2. Menyediakan laporan tahunan maupun sustainability report (laporan 
keberlanjutan) lengkap selama tahun 2008-2010. 
3. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data mengenai komisaris 






3.3 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 
data kuantitatif yang diperoleh dari database pasar modal pojok BEI Fakultas 
Ekonomika dan bisnis UNDIP Semarang. 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan studi dokumentasi yaitu dengan 
mengadakan pencatatan dan penelaahan terhadap aspek-aspek atau dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan objek dalam penelitian ini. Data Laporan 
Keuangan dan annual report yang termasuk sampel diperoleh dari BEI. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan yang 
terpilih menjadi sampel. Sebagai panduan, digunakan instrumen penelitian Global 
Reporting Initiative (GRI) berupa check list atau daftar pertanyaan-pertanyaan 
yang berisi item-item pengungkapan informasi lingkungan perusahaan  
3.5 Metode Analisis 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-
angka dan dengan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan 
memerlukan beberapa alat analisis. Bila serangkaian observasi atau pengukuran 
data dalam angka-angka, maka pengumpulan angka-angka hasil observasi atau 
pengukuran sedemikian itu dinamakan data kuantitatif (Dajan, 1996). 
Analisis kuantitatif dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan 
masalah dengan alat bantu yang berhubungan dengan statistik dan matematika 





1998). Analisis data kuantitatif dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada 
kemudian mengolahnya dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan 
dibuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan 
keputusan. Untuk mempermudah dalam menganalisis digunakan SPSS (Statistical 
Package for Social Science), yaitu software yang berfungsi untuk menganalisis 
data dan melakukan perhitungan statistik baik parametrik maupun non parametric 
dengan basis Windows (Ghozali, 2009). Teknik analisis statistika yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Dalam melakukan analisis 
regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik agar 
memenuhi sifat estimasi regresi bersifat BLUES (Best Linear Unbiased 
Estimator). 
3.5.1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 
sum, range, kurtoses dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis statistik 
deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai mekanisme corporate 
governance, earnings management dan pengungkapan CSR pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
3.5.2. Uji Asumsi Klasik 
Sebelum dilakukan perhitungan statistik regresi berganda untuk mengetahui 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, 
maka diadakan pengujian asumsi klasik. Menurut Ghozali (2009) uji asumsi 





3.5.2. 1. Uji Normalitas 
Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak 
(Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah memiliki data berdistribusi 
normal. Untuk menguji apakah terdapat distribusi yang normal atau tidak dalam 
model regresi maka digunakanlah uji Kolmogorof Smirnov dan analisis grafik. 
Dasar pengambilan keputusan analisis statistik dengan  Kolmogorov-
Smirnov Z (1-Sample K-S) adalah (Ghozali, 2009): 
1. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka  Ho ditolak. Hal ini 
berarti data residual terdistribusi tidak  normal. 
2. Apabila nilai  Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05,  maka Ho diterima. 
Hal ini berarti data residual terdistribusi  normal. 
Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik  adalah  (Ghozali, 
2006): 
1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti  arah garis diagonal 
atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal,  maka model 
regresi memenuhi asumsi normalitas. 
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, 
maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
3.5.2. 2. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 





baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variable 
independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesame 
variabel independen sama dengan nol.  
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model 
regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009) : 
1. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance 
Inflation Factor (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai 
berikut: 
1) Jika nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak 
terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik. 
2) Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF di atas 10, maka 
terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut tidak baik. 
3.5.2. 3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
tidak terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk 
mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini diuji dengan 





nilai residualnya (SRESID). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut 
(Ghozali, 2009) : 
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang 
teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 
angka) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Dalam menguji adanya heterokedastisitas dipergunakan pula uji statistik guna 
mendapatkan hasil yang lebih akurat. Penelitian ini menggunakan Uji Glejser 
untuk memperkuat hasil scatter plot dalam mendeteksi ada tidaknya 
heterokedastisitas. 
3.5.2. 4. Uji Autokorelasi 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 
korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik 
adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang digunakan untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan Uji Durbin Watson 
(DW Test). Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 
autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model 
regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas. 
3.5.3. Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh simultan 





digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana 
keadaan (naik-turunnya) variabel dependen, dan apabila dua atau lebih variabel 
independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya 
(Sugiyono, 2007). Analisis regresi dapat memberikan jawaban mengenai besarnya 
pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. 
Dalam penelitian ini model regresi berganda yang akan dikembangkan 
adalah sebagai berikut : 
CSRDit = α0 + α1DAit + α2 SIZEit + α3LEVit + α4ROAit + e.....................(1) 
CSRDit = α0 + α1DAit + α2INKOMit + α3RADITit + α4KEPINSit + α5DA*INKOMit 




CSRDit  =  Corporate Social Responsibility disclosure 
α0   =  Konstanta 
α1-α7   =  Koefisien 
DAit   =  Manajemen laba diproksi dengan discretionary accrual (DA). 
INKOMit =  Proporsi dewan komisaris independen 
RADITit  =  Jumlah rapat komite audit 
KEPINSit =  Kepemilikan Institusional 
SIZEit   =  Ukuran perusahaan dihitung dengan log total aset 
LEVit   =  Rasio Leverage (Debt to Asset Ratio) 







3.5.4. Uji Hipotesis 
Pengujian terhadap masing-masing hipotesis yang diajukan dapat dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: Uji signifikansi (pengaruh nyata) variabel 
independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial dilakukan dengan 
menggunakan uji-t sementara pengujian secara bersama-sama dilakukan dengan 
uji-F pada level  5% (α = 0,05) (Ghozali, 2009). 
3.5.4. 1. Uji Statistik F 
Uji F digunakan untuk menguji signifikasi koefisien regresi secara 
keseluruhan dan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama. 
a. Apabila F hitung < F tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya tidak 
ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel 
terikat. 
b. Apabila F hitung > F tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya ada 
pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. 
Uji F dapat dilakukan hanya dengan melihat nilai signifikansi F yang 
terdapat pada output hasil analisis regresi yang menggunakan versi 17.0. 
jika angka signifikansi F lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan 
bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 
variabel terikat secara simultan. 
3.5.4. 2. Uji Statistik t 
Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara linier 





a. Jika t hitung < t tabel maka Ho ditolak dan menerima Ha, artinya tidak ada 
pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. 
b. Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan menerima Ha, artinya ada 
pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji 
t dapat dilakukan hanya dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing 
variabel yang terdapat pada output hasil analisis regresi yang 
menggunakan versi 17.0. jika angka signifikansi t lebih kecil dari α (0,05) 
maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variable 
bebas terhadap variabel terikat. 
3.5.4. 3. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) ini digunakan untuk menggambarkan 
kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen 
(Ghozali, 2009). Koefisien determinasi (R
2
) dinyatakan dalam persentase. Nilai 
koefisien korelasi (R
2
) ini berkisar antara 0 < R
2
 < 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti 
kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 
amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 
variabel dependen (Ghozali, 2009). 
 
 
 
 
 
